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BAB V 
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

terhadap Problematika Peraturan Tentang Rokok Perspektif Siyasah 

Dusturiyah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan ruang atau area yang 

ditetapkan bebas dari asap rokok, sebagai upaya pemerintah untuk 

melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok. Kebijakan ini 

mencerminkan prinsip siyasah dusturiyah dalam menciptakan 

kemaslahatan dan melindungi jiwa (hifz al-nafs). Namun, dalam 

implementasinya belum sepenuhnya efektif, disebabkan oleh faktor-

faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber 

daya, ketidaktegasan aparat penegak hukum, pengaruh pihak tertentu, 

ketidakpastian hukum, dan kurangnya keterlibatan pihak swasta. Dari 

perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini harus menjauhkan 

kemudaratan, menciptakan keadilan, dan menegakkan tanggung jawab 

negara, yang tercermin dalam upaya perlindungan kesehatan 

masyarakat meskipun ada manfaat ekonomi dari cukai rokok. 

2. Optimalisasi kawasan tanpa rokok, yang dikaitkan dengan pengelolaan 

cukai rokok sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), 

menunjukkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan 

kesehatan masyarakat. Cukai rokok dapat dibenarkan jika 

pemanfaatannya diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat, seperti 

pembiayaan layanan kesehatan dan pengendalian dampak rokok 

melalui penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. Optimalisasi ini 

memerlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah agar pendapatan 

rokok tidak melemahkan tujuan utama perlindungan kesehatan. 

Berdasarkan analisis siyasah dusturiyah, optimalisasi harus 

didasarkan pada prinsip kemaslahatan, menjauhkan kemudaratan, 
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keadilan, dan tanggung jawab negara, sehingga mendukung 

harmonisasi regulasi rokok untuk kemaslahatan umum.  

3. Perbandingan antara manfaat (maslahah) rokok sebagai sumber 

pendapatan asli daerah (PAD) dan kemudaratan (mafsadah) rokok bagi 

masyarakat menunjukkan bahwa kemudaratan yang ditimbulkan lebih 

besar dan lebih dominan. Meskipun rokok berkontribusi pada 

penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, dan keuntungan 

industri, dampak negatifnya seperti peningkatan penyakit, kematian 

dini, serta beban pembiayaan BPJS Kesehatan menjadikannya sumber 

kemudaratan yang signifikan. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, 

kondisi ini menegaskan bahwa pencegahan kemudaratan harus 

diutamakan daripada mempertahankan manfaat ekonomi yang 

bersifat sementara, sehingga mendukung kebijakan kawasan tanpa 

rokok sebagai langkah prioritas untuk kemaslahatan umum. 

5.2 Saran 

Bersadarkan kesimpulan mengenai Problematika Peraturan Tentang 

Rokok Perspektif Siyasah Dusturiyah, maka penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam 

pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok, dengan adanya 

pengawasan dan penegakan hukum seperti sanksi tegas, agar tujuan 

kawasan tanpa rokok ini dapat tercapai secara optimal.  

2. Dana yang bersumber dari cukai rokok sebaiknya diarahkan untuk 

mendukung usaha dalam menciptakan kesehatan masyarakat, seperti 

dimanfaatkan untuk layanan kesehatn, sosialisasi bahaya rokok, serta 

penyediaan fasilitas pendukung kawasan tanpa rokok, supaya 

pendapat yang diperoleh tersebut bermanfaat dalam mengurangi 

dampal negatif yang disebabkan oleh rokok. 

3. Perlunya peningkatan kesadaran hukum, dengan melalui edukasi dan 

sosialisasi tentang bahaya rokok, serta pentingnya mematuhi kebijakan 
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dan regulasi dari kawasan tanpa rokok. Menurut penulis, pelibatan 

tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan diharapkan 

sekali mampu memperkuat upaya hukum yang mendukung terciptanya 

kemaslahatan dan lingkungan yang sehat dari bahaya asap rokok.  

4. Bagi para peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan 

kajian lanjutan yang lebih mendalam dengan pendekatan yang 

beragam, baik secara normatif maupun empiris, agar memperoleh 

gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan pengendalian 

rokok, cukai rokok dan implementasi kawasan tanpa rokok di berbagai 

daerah. 
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